
 

107 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan 

pemerintah Desa, sebagai berikut: 

1. Badan Permusywaratan Desa (BPD) Berperan dalam melakukan 

penyusunan peraturan maupun kebijakan melalui mekanisme yang 

tercantum dalam Undang-undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, dan 

PERDes BPD selalu mengajak masyarakat dalam penyusunan. Dalam 

tahap penyusunan peraturan Desa, hasil musyawarahlah yang akan 

dijadikan dasar untuk menetapkan peraturan.  

2. Badan Permusywaratan Desa (BPD)  berperan Aktif dalam melakukan 

pengawasan Anggaran DD dan ADD pemerintah Desa serta melakukan 

penyaluran bantuan, baik dari bantuan social (Bansos) maupun Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) ditengah Pandemi. Dengan peran aktif yang 

dilakukan oleh Badan Permusywaratan Desa (BPD)  terhadap pemerintah 

Desa Sangga, sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan 

Kinerjanya. 

3. Badan Permusywaratan Desa (BPD)  berperan memberikan partisipasi 

langsung terhadap pemerintah Desa serta masyarakat setempat dalam 

melakukan penanganan penyebaran virus Covid-19.  
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4. Badan Permusywaratan Desa (BPD)  berperan melakukan pengawasan 

terhadap kinerja pemerintah Desa mulai dari pengawasan Anggaran serta 

meminta laporan hasil dari program kerja selama melaksanakan tugas 

sebagai pemerintah Desa.  

5. Badan Permusywaratan Desa (BPD) berperan dalam melakukan penentuan 

pengukuran pelaksanaan kinerja pemerintah melakukan berbagai macam 

pengamatan tentang pelaksanaan kegiatan kinerja pemerintah Desa.dari 

hasil pengujian yang dilakukan Badan Permusywaratan Desa (BPD) 

terhadap pemerintah Desa menuai hasil yang baik. 

Tantangan Badan Permusywaratan Desa (BPD) saat menjalankan peran 

Badan permusyawaratan Desa dalam Pengawasan di Desa Sangga ada dua 

hal yang paling terlihat yaitu: 

1) Minimnya infrastruktur untuk menunjang kinerja Badan 

Permusywaratan Desa (BPD) dalam  pengawasan. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk 

pengadaan sarana dan prasarana tersebut. 

2) Sering terjadi perbedaan pilihan antara Badan Permusywaratan Desa 

(BPD) Sangga dengan Kepala Desa dalam menyusun kebijakan 

pembangunan. Hal ini disebabkan karena perbedaan artikulasi 

kepentingan yang diterima oleh Badan Permusywaratan Desa (BPD) 

dan Kepala Desa, sehingga terjadi perbedaan pilihan dalam menyusun 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun tantangan tersebut masih 

bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan 
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satusatunya dalam mengatasi beda pilihan dalam menyusun kebijakan 

tersebut yaitu melalui musyawarah mufakkat. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Desa hendaknya memperhatikan keberlangsungan lembaga 

BPD dengan memenuhi infrastruktur atau sarana dan prasarana. Agar 

dalam pelaksanaan kinerja untuk pengawasan di Desa Sangga dapat 

berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat. 

2. BPD dan Kepala Desa hendaknya sebelum melaksanakan musyawarah 

terkait pengambilan kebijakan, Badan Permusywaratan Desa (BPD) 

mengajak Kepala Desa untuk melihat dan menganalisis keadaan 

lapangan dan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, agar tidak 

sering terjadi perbedaan pilihan ketika penyusunan kebijakan 

berlangsung.  
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